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ABSTRAK 

 

Nama   : Khusnul Khotimah 
NIM   : 201810110311565 
Judul   : Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku 

  Illegal Coal Mining Studi Kasus di Polda Kalimantan Timur 
Pembimbing  : Cholidah, SH., MH. 
     Said Noor Prasetyo, SH., MH. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum yang dilakukan 
oleh pihak kepolisian terhadap pelaku illegal coal mining (pertambangan batu bara tanpa izin) 
di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan 
yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
serta pelaksanaannya di lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh 
melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan pihak terkait, serta data sekunder berupa 
literatur dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan 
hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin telah dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Namun demikian, 
pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain perubahan kewenangan dari 
pemerintah daerah ke pemerintah pusat, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana 
prasarana di kepolisian, serta adanya faktor ekonomi dan sosial masyarakat yang masih 
bergantung pada aktivitas pertambangan ilegal. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk 
mengatasi hambatan tersebut meliputi peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, 
penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat. 

Kata Kunci: Penegakan hukum, Kepolisian, Pertambangan tanpa izin, Illegal coal mining. 
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ABSTRACT 

 

Nama   : Khusnul Khotimah 
NIM   : 201810110311565 
Judul   : Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku 

  Illegal Coal Mining Studi Kasus Di Polda 
  Kalimantan Timur 

Pembimbing  : Cholidah, SH., MH. 
     Said Noor Prasetyo, SH., MH. 

This study aims to identify and analyze the law enforcement efforts carried out by the police 
against perpetrators of illegal coal mining in the jurisdiction of East Kalimantan Regional 
Police. This research employs an empirical juridical approach by examining the applicable 
legal provisions and their implementation in practice. The data consist of primary data 
obtained through interviews with police officers and related parties, and secondary data in the 
form of legal documents and relevant literature. The results indicate that law enforcement 
against illegal mining has been implemented in accordance with Law Number 4 of 2009 on 
Mineral and Coal Mining as amended by Law Number 3 of 2020. However, its implementation 
still faces several obstacles, such as the transfer of authority from regional to central 
government, limited human resources and infrastructure within the police, as well as economic 
and social factors where local communities remain dependent on illegal mining activities. The 
police have made several efforts to overcome these obstacles, including strengthening 
coordination with relevant agencies, enforcing the law firmly and fairly, and conducting public 
legal awareness campaigns. 

Keywords: Law enforcement, Police, Illegal mining, Illegal coal mining. 
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